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Abstract: The agreement of sale and purchase made before notaries is commonly referred to 
as the Deed of Sale and Purchase, hereinafter referred to as PPJB (Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli). PPJB is a temporary agreement made when the conditions for the sale and 
purchase process are not yet fulfilled. In the practice of notarial deeds, it is common to store 
land title certificates related to the deed, whether it is Right to Build (Hak Guna Bangunan) 
or Right of Ownership (Hak Milik). In reality, many parties have ill intentions, leading to 
cases of reporting notaries for alleged embezzlement of the deposited land certificates. This 
thesis addresses the following issues: 1) What are the reasons for storing land certificates in 
the making of Sale and Purchase Deeds in the city of Bukittinggi? 2) What are the 
responsibilities of notaries regarding the storage of land certificates at the Notary Office in 
Bukittinggi? 3) What legal protections are available for land certificate holders who have 
entrusted their certificates to the Notary Office? The research method used in this study is the 
empirical juridical method, which involves approaching the problem by examining the 
applicable legal norms and connecting them with the legal facts found in the field. The 
reasons for depositing certificates at the notary office, especially with Notary Elfita Achtar, 
are due to the incomplete legal process and the absence of clear and immediate elements in 
the sale and purchase agreement. The responsibilities of a notary regarding the deposited 
certificates can be categorized into three types: administrative responsibility, civil 
responsibility, and criminal responsibility. Legal protection for certificate owners can be 
sought through administrative means (filing a report with the Notary Supervisory Board), 
civil means (filing a civil lawsuit with the District Court), and criminal means (submitting a 
report to the Police Office). 
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Abstrak: Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaries lazim disebut 
dengan Akta Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB. PPJB merupakan 
perjanjian yang sifatnya sementara sebelum diadakan perjanjian jual beli PPJB dilakukan 
karena adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi untuk dilakukan proses jual beli. 
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Perjanjian pengikatan jual beli umumnya dalam praktek kenotariatan, sering terjadi 
menyimpan sertipikat Hak Atas Tanah terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya baik itu 
Hak Guna Bangunan selanjutnya disebut HGB maupun Hak Milik. Dalam fakta dilapangan, 
banyak para pihak yang beritikad tidak baik sehingga terjadinya kasus pelaporan terhadap 
notaris dengan laporan melakukan penggelapan terhadap sertipikat tanah yang telah dititipkan 
tersebut. Dalam penulisan tesis ini, yang menjadi permasalahan yaitu: 1).Bagaimanakah 
alasan terjadinya penyimpanan sertipikat tanah dalam pembuatan akta Pengikatan Jual Beli di 
Kota Bukittinggi? 2).Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan Sertipikat 
Tanah di Kantor Notaris di Kota Bukittinggi? 3).Bagaimanakah perlindungan hukum 
terhadap pemegang sertipikat tanah yang telah dititipkan pada Kantor Notaris? Metode 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan 
pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian 
dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Alasan terjadinya 
penitipan sertipikat di kantor notaris khusunya notaris elfita achtar karena belum selesainya 
proses perbuatan hukum yang telah dilakukan sdan belum terpenuhinya unsur terang dan 
tunai dalam perjanjian jual beli. Tanggung Jawab Notaris seorang notaris terhadap sertipikat 
yang dititipkan di kantor notaris ada 3 (tiga) macam yaitu, pertanggungjawaban secara 
administrasi, pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban secara 
pidana.Perlindungan Hukum bagi pemilik sertipikat dapat dilakukan secara administrasi 
(mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris), secara perdata (mengajukan 
gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri), secara pidana (memasukkan laporan kepada 
Kantor Polisi).  
 
Kata Kunci: PPJB, Kewenangan Notaris, Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum. 
 
 
PENDAHULUAN 

Jabatan Notaris diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 
selanjutnya disebut UUJN. Dibuatnya UUJN tersebut dalam rangka terwujudnya kepastian 
hukum ditengah-tengah masyarakat. Menurut pendapat Lumban Tobing disebutkan bahwa 
“Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, 
lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki 
adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi 
diantara mereka”.1 Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, “Notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. 

Kewenangan notaris yang dimaksud dalam Pasal 1 UUJN tersebut ditegaskan dalam 
Pasal 15 undang-undang tersebut, adapun kewenangan notaris yang ditegaskan dalam Pasal 
15 UUJN yaitu 
1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin 
kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan 
kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:  
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan 

dengan mendaftar dalam buku khusus;  
 

1G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 2. 
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b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;  
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian 

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;  
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;  
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;  
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau  
g. membuat Akta risalah lelang.  
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris 

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. 
Akta notaris sebagai akta otentik ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, menyatakan bahwa “suatu akta 
otentik ialah suatu akta yang dibentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau 
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu 
dibuat”. Keontetikan akta notaris ini berfungsi dalam hal pembuktian sebab akta notaris yang 
otentik memilik pembuktian yang sempurna seiring dengan berkembangnya tuntutan akan 
kebutuhan kepastian hukum ditengah masyarakat. Keotentikan akta notaris sesuai dengan 
asas praduga sah dimana akta notaris wajib dianggap sah sebelum ada putusan pengadilan 
yang membatalkan. 

Keontentikan akta notaris tersebut sehubungan dengan profesi notaris yang 
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat bukti yang berupa akta, 
sehingga notaris tidak memihak kesalahsatu Pihak dan harus berprilaku adil terhadap kedua 
belak pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuat notaris terhadap para 
pihak. 

Menurut pendapat Habib Adjie disebutkan bahwa “Tugas dan wewenang notaris erat 
hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketepatan-
ketepatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan 
jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketepatan tersebut agar para 
pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum”.2 

Menurut pendapat Lumban Tobing disebutkan bahwa “Akta autentik yang dibuat oleh 
notaris ada 2 (dua) jenis, yaitu: akta yang dibuat oleh notaris yang dinamakan relaas akta atau 
akta pejabat dan akta yang dibuat dihadapan notaris atau yang dinamakan partij akta”.3 Dari 
jenis akta otentik diatas tersebut salah satunya adalah akta para pihak atau partij akta. Akta 
pihak adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak, notaris 
berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan para pihak dan menuangkannya kedalam 
bentuk akta notaris. Salah satu bentuk akta para pihak yang banyak timbul dalam praktek 
notaris adalah perjanjian pengikatan jual beli. 

Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris lazim disebut dengan 
Akta Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB. PPJB dapat dibuat dalam bentuk 
akta otentik sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna yang berguna bagi jaminan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

PPJB merupakan perjanjian yang sifatnya sementara sebelum diadakan perjanjian jual 
beli karena perjanjian jual beli merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
selanjutnya disebut PPAT. Menurut pendapat Muchlis Patahna disebutkan bahwa “Notaris 
memiliki wewenang membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan Status Sertipikat 
Hak Milik selanjutnya disebut SHM, sesuai dengan kewenangan membuat selaku pejabat 
umum, tapi tidak berwenang membuat akta otentik jual beli tanah bersertipikat hak milik 

 
2Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, 
Bandung, 2008, hlm 32.  
3 Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm 31. 
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selanjutnya disebut AJB, karena kewenangan membuat AJB bersetifikat hak milik ada pada 
PPAT”.4 

Sebelum dilakukan jual beli tanah dihadapan PPAT yang berwenang, para pihak 
terlebih dahulu membuat akta pengikatan jual beli tanah dihadapan notaris. PPJB dilakukan 
karena adanya ada syarat-syarat yang belum terpenuhi untuk dilakukan proses jual beli. 
Pengikatan ini dimaksud sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk 
melakukan peralihan hak atas tanah para pihak. Menurut pendapat Supriadi disebutkan bahwa 
“Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila 
persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi”.5 

Pelrjanjian pelngikatan julal belli hak atas tanah telrmasulk pelrjanjian innominaat 
(pelrjanjian tak belrnama) yang kelmuldian dibelri nama selndiri. Pada prinsipnya sulatul 
pelrjanjian pelngikatan julal belli tulndulk telrhadap keltelntulan ulmulm Pasal 1313 Bulkul kel-III 
KUlHPelrdata, yang melnyatakan bahwa “Pelrjanjian adalah sulatul pelrbulatan delngan mana satul 
orang ataul lelbih melngikatkan dirinya telrhadap satul orang ataul lelbih lainnya”. Melnulrult 
Sulbelkti diselbultkan bahwa, “delfelnisi dari pelrjanjian itul adalah sulatul pelristiwa dimana 
selorang belrjanji pada orang lain ataul dimana dula orang itul saling belrjanji ulntulk 
mellaksanakan selsulatul hal”.6 

Melnulrult Pasal 1338 ayat 1 KUlHPelrdata, “selmula pelrseltuljulan yang dibulat selcara sah 
belrlakul selbagai ulndang-ulndang bagi melrelka yang melmbulatnya. Dalam pasal ini telrdapat 
asas kelbelbasan belrkontrak, dimana seltiap orang belbas melmbulat pelrjanjian apapuln baik dari 
selgi isi maulpuln belntulknya. Selhingga dapat ditarik kelsimpullan belrdasarkan pasal ini bahwa 
masyarakat belrhak melmbulat pelrjanjian apapuln dan pelrjanjian itul melngikat melrelka yang 
melmbulatnya selpelrti sulatul ulndang-ulndang”. 

Pelrjanjian pelngikatan julal belli ulmulmnya dalam praktelk konatariatan, selring telrjadi 
melnyimpan selrtipikat Hak Atas Tanah telrkait delngan akta yang dibulat dihadapannya baik itul 
Hak Gulna Bangulnan sellanjultnya diselbult HGB maulpuln Hak Milik. Pelnitipan ini telrjadi 
karelna alasan telrtelntul dan telrjadi atas dasar kelselpakatan keldula bellah pihak yang melngadakan 
pelrjanjian pelngikatan julal belli hak atas tanah. Pelnyimpanan selrtipikat ini olelh notaris 
biasanya dalam rangka melmbelrikan jaminan kelpastian hulkulm kelpada para pihak. Notaris 
dalam hal ini selnantiasa melnjalankan amanah profelsinya, haruls selsulai delngan UlUlJN maulpuln 
kodel eltik profelsi Notaris. Notaris wajib melnjaga selrtipikat yang dititipkan, delngan rasa 
tanggulng jawab atas amanah kelpelrcayaan yang dibelrikan olelh para pihak yang melngadakan 
pelrjanjian pelngikatan julal belli hak atas tanah selrta tidak adanya ulnsulr kelbelrpihakan telrhadap 
salah satul pihak. 

Tanggulng jawab notaris telrselbult wuljuld dari Pasal 1694 dan Pasal 1712 KUlHPelrdata. 
Dalam pasal 1694 KUlHPelrdata diselbultkan bahwa “pelnitipan barang telrjadi bila mana orang 
melnelrima barang orang melnelrima barang orang lain delngan janji ulntulk melnyimpannya 
kelmuldian melngelmbalikannya dalam keladaan yang sama”. Dalam pasal 1712 KUlHPelrdata 
diselbultkan bahwa “pelnitipan barang tidak bolelh melmakai barang titipan tanpa izin yang 
dibelrikan selcara telgas olelh pelmbelri titipan ataul dapat disimpullkan adanya, delngan ancaman 
melngganti biaya, kelrulgian dan bulnga, bila ada alasan ulntulk itul”. 

Di dalam kodel eltik notaris di Indonelsia bellulm ada yang melnyelbultkan selcara telgas 
dan telrtullis apakah selorang notaris bolelh melnelrima titipan tanda bulkti kelpelmilikan para 
pihak. Hal ini lah yang melnyelbabkan banyak notaris melnelrima titipan selrtipikat hak atas 
tanah karelna melnganggap pelrbulatan ini dipelrbolelhkan. 

Namuln dalam fakta dilapangan, banyak para pihak yang belritikad tidak baik selhingga 
telrjadinya kasuls pellaporan telrhadap notaris delngan laporan mellakulkan pelnggellapan telrhadap 

 
4 Muchlis Patahna, Problematika Notaris, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm 9. 
5Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 12. 
6Subekti, Hukum Perjanjian, Intermesa, Jakarta, 1998, hlm 1. 
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selrtipikat tanah yang tellah dititipkan telrselbult. Seldangkan dalam hal mellakulkan 
kelwelnangannya notaris ditulntult ulntulk tulndulk pada kodel eltik dan UlUlJN. Selpelrti contoh 
kasuls yang melnimpa Ellfita Achtar Notaris di Bulkittinggi tahuln 2014, notaris telrselbult tellah 
mellakulkan kelselpakatan delngan para pihak melmbulat pelrjanjian pelngikatan julal belli dan 
melnitipkan selrtipikat di kantor notaris namuln belruljulng dilaporkan olelh PT Rahman Tamin 
karelna melnahan dan tidak melmbelrikan 4 (elmpat) selrtipikat HGB milik PT Rahman Tamrin 
delngan dakwaan pelnggellapan yang mellanggar Pasal 374 KUlHP dan sulbsidair Pasal 372 
KUlHP.7 

Kasuls telrselbult belrawal pada tanggal 24 Felbrulari 2014 Notaris Ellfita Achtar melmbulat 
akta pelngikatan pelrjanjian julal belli antara Tim Likulidator PT.Rahman Tamrin (AF, saksi DM 
dan M) delngan ElY sellakul Direlktulr PT. Starvi Propelrti Indonelsia delngan Akta Pelngikatan 
Julal Belli (PJB) Nomor : 06 /2014, yang pada pokoknya belrisi bahwa antara Tim Likulidator 
delngan ElY akan dilakulkan julal belli asselt PT. Rahman Tamrin yang belrada di Bulkittinggi 
belrulpa Selrtipikat HGB Nomor 134, 135, 136, dan137. Dalam Akta Pelngikatan Julal Belli 
Nomor 06/2014 telrselbult diselpakati harga tanah adalah Rp.55.000.000.000 (lima pullulh lima 
milyar rulpiah) delngan 3 tahapan pelmbayaran dan delngan ulang mulka Rp 500.000.000 (lima 
ratuls julta rulpiah). Dalam pellaksanaan PJB Nomor: 06 /2014 atas aselt PT. Rahman Tamin 
belrulpa Selrtipikat HGB Nomor 134, 135, 136, dan 137 yang telrleltak di Kellulrahan Tarok Dipo 
Bulkittinggi telrdakwa Ellfita Achtar, S.H. M.Kn melnelrima titipan Selrtipikat HGB Nomor 
134,135, 136, dan 137 yang.diselrahkan olelh MGT dan ditelrima olelh Notaris Ellfita Achtar 
delngan tanda telrima tanggal 30 Janulari 2014. seltellah PJB belrakhir tanggal 24-04-2014 
(karelna tidak adanya pellulnasan pelmbayaran olelh saksi ElY selbagai calon pelmbelli), telrdakwa 
Notaris Ellfita Achtar teltap melngulasai selpelrti selbagai pelmilik elmpat selrtipikat HGB Nomor 
134, 135, 136,dan 137 melskipuln tellah diminta belbelrapa kali olelh MGT pada tanggal 28 
Felbrulari 2014 MGT melminta kelpada Notaris Ellfita Achtar agar melnyelrahkan kelmbali 
Selrtipikat HGB Nomor 134,135, 136, dan 137 yang tellah dititipkan, namuln ia tidak maul 
melnyelrahkan selrtipikat telrelbult delngan alasan kel elmpat bidang tanah tellah ada pelngikatan 
julal belli (PJB). 
 
METODE 

Melnulrult Soelrjono Soelkanto diselbultkan bahwa “Pelnellitian melrulpakan sulatul kelgiatan 
ilmiah yang belrkaitan delngan analisis dan konstrulksi, yang dilakulkan selcara meltodologis, 
sistelmatis, dan konsisteln”.8 Melnulrult Soelrjono Soelkanto diselbultkan bahwa “Meltodologis 
belrarti selsulai delngan meltodel ataul cara telrtelntul, sistelmatis adalah belrdasarkan sulatul sistelm, 
seldangkan konsisteln belrarti tidak adanya hal-hal yang belrtelntangan dalam sulatul kelrangka 
telrtelntul”.9 

Melnulrult Zainulddin Ali diselbultkan bahwa “Pelnellitian hulkulm melrulpakan sulatul 
kelgiatan ilmiah, yang didasarkan  pada meltodel, sistelmatika dan pelmikiran telrtelntul, yang 
belrtuljulan ulntulk melmpellajari satul ataul belbelrapa geljala hulkulm telrtelntul, delngan jalan 
melnganalisisnya”10. 

Pelndelkatan masalah yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah belrsifat yulridis 
elmpiris yang melnelkankan pada kelnyataan di lapangan dikaitkan delngan aspelk hulkulm ataul 
pelrulndang-ulndangan yang belrlakul belrkelnaan delngan objelk pelnellitian yang dibahas dan 
mellihat norma-norma hulkulm yang belrlakul kelmuldian di hulbulngkan delngan kelnyataan ataul 

 
7Dila Andika Azhar, Tesis : Analisis Yuridis terhadap Penyimpan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Notaris pada 
Proses Pengikatan Jual Beli (PJB) (Analisis Putusan Nomor:53/PID.B/2017/Pn.Bkt),Program Pascasarjana 
Universitas Andalas Tahun 2015. 
8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,2008), hlm 42. 
9Ibid. 
10Ibid, hlm 43. 
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fakta-fakta yang telrdapat dalam masyarakat melngelnaipelnitipan selrtipikat tanah di kantor 
notaris dalam pelmbulatan akta pelngikatan julal belli. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Alasan terjadinya penitipan sertipikat tanah pada kantor notaris karena adanya 
perjanjian pengikatan jual beli di Kota Bukittinggi 

Pelrjanjian melnulrult hulkulm pelrdata pasal 1313 Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata 
melnyelbultkan bahwa, “Sulatul pelrseltuljulan adalah sulatul pelrbulatan delngan mana satul orang ataul 
lelbih melngikatkan dirinya telrhadap satul orang lain ataul lelbih”. Selhingga ulntulk dapat 
telrjadinya pelrbulatan pelrjanjian telrselbult para pihak haruls telrlelbih dahullul saling melngikatkan 
diri selbagaimana yang tellah ditelgaskan dalam Pasal 1313 Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm 
Pelrdata. 

Pelrjanjian telrselbult delngan tidak selndirinya melnjadi sah, haruls ada syarat-syarat yang 
dipelnulhi ulntulk dapat dikatakan bahwa pelrjanjian telrselbult tellah melnjadi sah selbagai selbulah 
pelrjanjian. Syarat pelrjanjian itul selndiri diatulr selcara telgas dalam pasal 1320  Kitab Ulndang-
Ulndang Hulkulm Pelrdata, yang selbagaimana diselbultkan bahwa pelrjanjian dapat dianggap sah 
apabila melmelnulhi syarat: 
1. Kelselpakatan melrelka yang melngikatkan diri  

Para pihak yang mellakulkan pelrbulatan hulkulm mulkulm belrulpa saling melngikatkan 
dirinya haruls melmiliki kelselpakatan telrhadap isi dari adanya pelrjanjian yang tellah dibulat. 

2. Kelcakapan ulntulk melmbulat sulatul pelrikatan  
Dalam pasal 1329 Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata, diselbultkan bahwa 

“seltiap orang adalah cakap ulntulk melmbulat selsulatul pelrikatan, kelculali jika olelh ulndang-
ulndang ia dinyatakan tidak cakap”. Olelh ulndang-ulndang dinyatakan tidak cakap, 
ditelgaskan dalam Pasal 1330  Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata, yang melnyelbultkan 
golongan orang dinyatakan tidak cakap diantaranya: bellulm delwasa, belrada dibawah 
pelngampulan, dan pelrelmpulan telrtelntul.  
Jika selselorang tellah dikatakan cakap selpelrti yang tellah ditelgaskan diatas, maka seltiap 
orang dapat melmbulat pelrjanjian 

3. Sulatul pokok pelrsoalan telrtelntul 
Pelrjanjian dibulat telrhadap hal-hal yang jellas objelknya, selhingga jika isi pelrjanjian 

tidak melnyelbultkan selcara jellas objelknya, pelrjanjian telrselbult dianggap tidak sah  
4. Sulatul selbab tidak telrlarang  

Dalam pasal 1337  Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata diselbultkan bahwa 
“sulatul selbab adalah telrlarang bila sulatul selbab itul dilarang olelh ulndang-ulndang ataul bila 
selsulatul selbab belrtelntangan delngan kelsulsilaan dan keltelrtibaan ulmulm”. 

Apabila syarat selbagaimana yang ditelgaskan dalam Pasal 1320  Kitab Ulndang-
Ulndang Hulkulm Pelrdata telrselbult tellah telrpelnulhi maka sulatul pelrjanjian dapat dikatakan tellah 
sah. Namuln yang pelrlul diingat seltiap pelrjanjian melngikat kelpada selmula pihak yang 
melmbulatnya dan belrlakul selbagai ulndang-ulndang bagi melrelka yang melmbulatnya hal ini 
ditelgaskan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata. hal ini 
melmbelrika jaminan kelpastian hulkulm dan pelrlindulngan hulkulm ulntulk para pihak dalam 
melmbulat pelrjanjian selhingga tidak satulpuln pihak dapat mellanggar pelrjanjian yang tellah sah.  

Apabila sulatul pelrjanjian tellah melmelnulhi syarat selpelrti yang diselbultkan diatas, maka 
pelrjanjian telrselbult dapat dibulatkan akta. Pelrjanjian melmiliki belrmacam-macam jelnis salah 
satulnya yang ingin pelnullis kaji adalah pelrjanjian julal belli. Akta pelrjanjian julal belli dapat 
dibulatkan olelh Peljabat pelmbulat Akta Tanah ulntulk dialihkan selpelrti yang ditelgaskan dalam 
Pasal 37 ayat (1) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 24 Tahuln 1997 telntang Pelndaftaran Tanah, 
yang melnyelbultkan bahwa pelralihan hak atas tanah dan hak milik atas satulan rulmah sulsuln, 
mellaluli julal belli, tulkar melnulkar, hibah, pelmasulkan dalam pelrulsahaan dan pelrbulatan hulkulm 
dalam pelmindahan hak lainnya, kelculali pelmindahan hak mellaluli lellang, hanya dapat 
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didaftarkan jiks dibulnyikan delngan akta yang dibulat olelh Peljabat Pelmbulat Akta Tanah yang 
belrwelnang melnulrult keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul.  

Dalam sistelm julal belli tanah yang dianult di Indonelsia, kelgiatan julal belli barul dapat 
dikatakan sah apabila tellah melmelnulhi asas tulnai dan asas telrang.  Asas tulnai telrselbult 
ditelgaskan dalam pasal 1457 KUlHPelrdata yang melnyatakan bahwa “Julal Belli adalah  sulatul 
pelrseltuljulan delngan mana pihak yang satul melngikatkan dirinya ulntulk melnyelrahkan sulatul 
kelbelndaan, dan pihak yang lain ulntulk melmbayar harga yang tellah dijanjikan”. Asas telrang 
ditelgaskan dalam pasal 1868 KUlHPelrdata yang melnyatakan bahwa “Sulatul akta otelntik ialah 
sulatul akta yang didalam belntulk yang ditelntulkan olelh ulndang-ulndang, dibulat olelh ataul 
dihadapan pelgawai-pelgawai ulmulm yang belkulasa ulntulk itul di telmpat di mana akta 
dibulatnya”. 

Selpelrti yang telrjadi delngan akta yang dibulat olelh Notaris Ellfita Achtar, dari hasil 
wawancara pelnullis delngan notaris telrselbult, pelnitipan selrtipikat yang telrjadi di Kantor Notaris 
karelna adanya Pelrbulatan Hulkulm yang bellulm sellelsai antara Pihak Likulidator PT Rahman 
Tamrin delngan Pihak Pelmbelli yang telrjadi di Kantornya. Dimana dibulatkan akta pelrjanjian 
pelngikatan julal belli karelna adanya 3 tahapan dalam pelmbayaran pellulnasan ulntulk telrjadinya 
julal belli yaitul dari felbrulari sampai april, selhingga ulntulk melnjamin pelulnasan telrselbult 
disimpanlah dikantor notaris sampai pelrbulatan hulkulm julal belli ataul tahapan pelmbayaran 
telrselbult sellelsai. 

Apabila asas yang tellah dijellaskan diatas telrselbult bellulm telrpelnulhi, maka bellulm dapat 
dibulatkan ataul dilakulkan akta julal belli. Ulntulk itul, delmi telrjadinya prosels julal belli sampai 
selmula asas telrlaksana dapat dilakulkan pelngikatan delngan akta pelrjanjian pelngikatan julal belli 
ataul akta pelngikatan julal belli. Pelrjanjian pelngikatan julal belli tidak delngan selndiri melmbulat 
statuls kelpelmilikan tanah belralih kelculali syarat-syarat tellah telrpelnulhi. Hal ini ditelgaskan 
dalam Sulrat Eldaran Mahkamah Agulng Nomor 4 Tahuln 2016 yang melnyelbultkan bahwa 
Pelralihan hak atas tanah belrdasarkan Pelrjanjian Pelngikatan Julal Belli (PPJB) selcara hulkulm 
telrjadi jika pelmbelli tellah melmbayar lulnas harga tanah selrta tellah melngulasai objelk julal belli 
dan dilakulkan delngan itikad baik. 

Pelrjanjian pelngikatan julal belli dalam praktelknya dilakulkan delngan syarat telrtelntul 
ataul haruls ada syarat-syarat yang dipelnulhi selpelrti melnitipkan selrtifikat tanah yang akan 
dilakulkan prosels julal belli sampai julal belli sellelsai di kantor notaris/PPAT. Syarat telrselbult 
haruls ditelgaskan dalam isi pelrjanjian telrmasulk julga batas dalularsa sulatul pelrjanjian. 

Notaris Ellfita Achtar dari hasil wawancara pelnullis melmbelrikan syarat-syarat telrhadap 
pelrjanjian pelngikatan julal belli dimana di dalam tanda telrima dibulatkan bahwa kalaul julal belli 
akan dilakulkan tanggal 28 felbrulari, kalaul julal belli tidak telrjadi maka selrtipikat akan 
dikelmbalikan kelpada pelmilik. Namuln sayangnya saat tanggal telrselbult tellah lelwat, saat pihak 
PT Rahman Tamrin melmintakan kelmbali selrtipikat telrselbult kelpada notaris ellfita achtar, 
notaris belralasan selrtipikat telrselbult masih telrikat delngan PPJB. Hal initelrjadi karelna tidak 
jellasnya dalularsa sulatulpelrjanjiataul hal yang dapat melmbatalkan isi pelrjanjian.  

Pelnitipan selrtipikat di Kantor Notaris delngan alasan apapuln selbelnarnya tidak telrlalul 
dinyatakan selcarata telgas apakah bolelh ataul dilarang. Notaris Dalam melnjalankan jabatannya 
diwajibkan ulntulk belrtindak delngan juljulr, saksama, mandiri, tidak belrpihak, dan melnjaga 
kelpelntingan pihak yang telrkaitb dalam pelrbulatan hulkulm. Pelrjanjian Pelngikatan Julal Belli 
(PPJB) tidak ditelmulkan pelngatulrannyadalam KUlHPelrdata. Hanya saja Didalam Pasal 3 ayat 
(4) Kodel Eltik Notaris hanya ditelgaskan bahwa “Notaris dan orang lain yang melmangkul dan 
melnjalankan jabatan Notaris wajib Belrtindak juljulr, mandiri, tidak belrpihak, pelnulh rasa 
tanggulng jawab, belrdasarkan pelratulran pelrulndang-ulndangan dan isi sulmpah jabatan 
Notaris”. Dan dalam Pasal 16 ayat (1) UlUlJN diselbultkan bahwa “Dalam melnjalankan 
jabatannya, Notaris wajib belrtindak amanah, juljulr, saksama, mandiri, tidak belrpihak, dan 
melnjaga kelpelntingan pihak yang telrkait dalam pelrbulatan hulkulm”. 
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Notaris Ellfita Achtar saat diwawancarai dikantornya belrpelndapat bahwa suldah 
mellakulkan ataul belrpelrdoman telrhadap isi pelrjanjian yang dibulatnya. Pelnitipan telrjadi karelna 
pelrbulatan hulkulm bellulm sellelsailah makanya selrtipikat masih disimpan dikantornya. Dimana 
melnulrult pelndapat notaris pihak pelmbelli PT Starvi Propelrti Indonelsia suldah ingin mellakulkan 
pelmbayaran keldula dan keltiga namuln telrkelndala karelna adanya gulgatan yang dilayangkan 
pihak keltiga telrhadap PT Rahman Tamrin yang melngakibatkan selrtipikat dilakulkan blokir 
olelh Badan Pelrtanahan Kota Bulkittinggi.  

Adapuln belbelrapa alasan notaris melmelgang selrtipikat hak atas atas telrselbult, yaitul: 
1. Pelngelcelkan kel kantor pelrtanahan dimana leltak tanah belrada 
2. Pihak pelmbelli bellulm mellulnasi kelwajibannya melmbayar lulnas harga tanah yang melnjadi 

objelk julal belli. 
Pelnitipan selrtipikat telrjadi delmi telrwuljuldnya kelpastian hulkulm antara pihak pelnjulal 

delngan pihak pelmbelli dimana delngan ulntulk pellulnasan julal belli delngan tiga tahapan 
dibulatkanlah akta pelrjanjian pelngikatan julal belli yang belrakibat telrhadap disimpanlah 
selrtipikat pelnjulal dikantor notaris selbagai jaminan sampai pellulnasan ataul julal belli telrwuljuld. 
Namuln sayangnya, isi dari akta pelrjanjian pelngikatan julal belli yang dibulat olelh notaris ellfita 
achtar tidak melnyelbultkan selcara telgas kapan dalularsanya sulatul pelrjanjian melskipuln ditanda 
telrima dokulmeln suldah ditelgaskan bahwa dalularsa pelrjanjian mellainkan hanya ditanda telrima 
dokulmeln tapi selbagai selorang notaris yang melmbulat akta otelntik dimana kelkulatan bulktinya 
selmpulrna kelculali ada pihak lain yang melnelntulkan delmikian pelrlulnya pelngatulran selcara 
telgas di dalam isi akta telntang dalularsanya pelrjanjian selhingga selngkelta ataul pelrkara selpelrti 
ini dapat dihindari. 
 
Tanggungjawab Notaris terhadap sertipikat yang dititipkan pada kantor notaris 

Pelrbulatan hulkulm yang dilakulkan Notaris dapat dimintakan pelrtanggulngjawabkan dan 
dibelrikan sanksi. Hal ini keltika notaris melmbulat akta delngan maksuld ulntulk melrulgikan salah 
satul pihak ataul melmbawa para pihak ulntulk telrjelrat dalam sulatul selngkelta. 
Pelrtanggulngjawabannya yaitul: 
1. Pelrtanggulngjawaban selcara Administrasi  

Pelrtanggulngjawaban selcara administrasi diminta apabila pelrbulatan notaris 
mellanggar kodel eltik notaris dan  tidak mellanggar ulnsulr pidana selpelrti pelnggellapan, 
pelnipulan dan tidak mellanggar ulnsulr pelrdata selpelrti pelrbulatan mellawan hulkulm, 
wanprelstasi. Mellanggar kodel eltik notaris selpelrti tidak Amanah dan tidak juljulr.  

Dalam melnelntulkan pelrtanggulngjawaban notaris selcara administrasi, pelrlul 
dianalisa alasan dari notaris telrselbult melnahan selrtipikat, bila dilakulkan delmi 
kelpelntingan para pihak, maka notaris tidak telrbulkti mellakulkan pellanggaran jabatan 
ataulkodel eltik.  

Dalam melnjalankan jabatannya notaris wajib belrtindak selsulai delngan ulndang-
ulndang jabatan notaris, kodel eltik notaris, maulpuln pelratulran telrtullis lainnya. Didalam 
Pasal 3 ayat (4) Kodel Eltik Notaris hanya ditelgaskan bahwa “Notaris dan orang lain yang 
melmangkul dan melnjalankan jabatan Notaris wajib Belrtindak juljulr, mandiri, tidak 
belrpihak, pelnulh rasa tanggulng jawab, belrdasarkan pelratulran pelrulndang-ulndangan dan 
isi sulmpah jabatan Notaris”. Dan dalam Pasal 16 ayat (1) UlUlJN diselbultkan bahwa  
“Dalam melnjalankan jabatannya, Notaris wajib belrtindak amanah, juljulr, saksama, 
mandiri, tidak belrpihak, dan melnjaga kelpelntingan pihak yang telrkait dalam pelrbulatan 
hulkulm”.  

Pelrtanggulngjawaban notaris Ellfita Achtar selcara administrasi dari hasil 
wawancara pelnullis dimana Ellfita Achtar teltap melnjaga amanah dari selgi pihak pelmbelli 
delngan tidak melmbelrikan selrtipikat yang tellah dititipkan kelpada pihak pelnjulal 
diselbabkan karelna adanya pelrbulatan hulkulm yang bellulm sellelsai belrulpa pelrjanjian 
pelngikatan julal belli. Pelrbulatan hulkulm yang bellulm sellelsai ini telrjadi karelna adanya 
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gulgatan dari pihak keltiga selhingga pihak pelmbelli bellulm bisa mellulnaskan pelmbayaran 
selbab selrtipikat yang akan dilakulkan julal belli didaftarkan Blokir Olelh Pihak Keltiga kel 
Bpn Kota Bulkittinggi. Namuln dari selgi pihak pelnjulal, sayangnya tidak ada keljellasan 
dalularsa sulatul pelrjanjian yang dibulat notaris dimana suldah diselbultkan selcara telgas 
dalam telrima dokulmeln jika suldah lelwat tanggal 28 felbrulari tidak sellelsai pellulnasan maka 
selrtipikat akan dikelmbalikan tapi tak kulnjulng dikelmbalikan saat dimintakan olelh pihak 
pelnjulal.  

Notaris Melrulpakan profelsi hulkulm selhingga profelsi Notaris melrulpakan sulatul 
profelsi yang mullia (officiulm nobilel). Officiulm nobilel yang maksuld dan tuljulannya adalah 
agar dalam kelhidulpan profelsi telrselbult tidak telrcelmar dari pelrbulatan yang melrulgikan 
kelbelbasan, delrajat, dan martabat bagi profelsinya. 

Selorang notaris dapat dikelnai selbagaimana ditelgaskan dalam Pasal 6 ayat (1) 
Kodel eltik notaris yang melnyatakan sanksi yang dapat dikelnakan telrhadap anggota yang 
mellanggar kodel eltik dapat belrulpa: 
a. Telgulran 
b. Pelringatan 
c. Schorsing (pelmelcatan selmelntara) dari kelanggotaan pelrkulmpullan 
d. Onseltting (pelmelceltan) dari anggota pelrkulmpullan  
e. Pelmbelrhelntian tidak hormat dari anggota pelrkulmpullan. 

Kelmuldian dalam pasal 16 ayat 11 UlUlJN julga ditelgaskan sanksi yang dapat 
dikelnakan pada notaris belrulpa:  
a. pelringatan telrtullis; 
b. pelmbelrhelntian selmelntara; 
c. pelmbelrhelntian delngan hormat;  
d. pelmbelrhelntian delngan tidak hormat. 

2. Pelrtanggulngjawaban selcara Pelrdata 
Pelrtanggulngjawaban selcara pelrdata diminta apabila pelrbulatan notaris belrulpa 

pelrgulatan mellanggar hulkulm dan tidak mellanggar ulnsulr administrasi selpelrti mellanggar 
kodel eltik ataulpuln mellanggar ulnsulr pidana selpelrti pelmalsulan, pelnggellapan, pelnipulan. 
Sulatul pelrbulatan dikatelgorikan pelrbulatan mellawan hulkulm apabila pelrbulatan telrselbult: 
Mellanggar hak orang lain, Belrtelntangan delngan atulran hulkulm, Belrtelntangan delngan 
kelsulsilaan, Belrtelntangan delngan kelpatultan dalam, melmpelrhatikan kelpelntingan diri dan 
harta orang lain dalam pelrgaullan hidulp selhari-hari 

Tanggulng jawab notaris telrhadap selrtipikat yang ditahan dikantor notaris telrselbult 
wuljuld dari Pasal 1694 dan Pasal 1712 KUlHPelrdata. Dalam pasal 1694 KUlHPelrdata 
diselbultkan bahwa “pelnitipan barang telrjadi bila mana orang melnelrima barang orang 
melnelrima barang orang lain delngan janji ulntulk melnyimpannya kelmuldian 
melngelmbalikannya dalam keladaan yang sama”. Dalam pasal 1712 KUlHPelrdata 
diselbultkan bahwa “pelnitipan barang tidak bolelh melmakai barang titipan tanpa izin yang 
dibelrikan selcara telgas olelh pelmbelri titipan ataul dapat disimpullkan adanya, delngan 
ancaman melngganti biaya, kelrulgian dan bulnga, bila ada alasan ulntulk itul”. 

Kelmuldian dalam pasal 1338 KUlHPelrdata diselbultkan bahwa Selmula pelrseltuljulan yang 
dibulat selsulai delngan ulndang-ulndang belrlakul selbagai ulndang-ulndang bagi melrelka yang 
melmbulatnya. Pelrseltuljulan itul tidak dapat ditarik kelmbali sellain delngan kelselpakatan keldula 
bellah pihak ataul karelna alasan yang ditelntulkan olelh ulndang-ulndang, pelrseltuljulan yang 
dilaksanakan delngan itikad baik. 

Pelrtanggulngjawaban selcara pelrdata yang dilakulkan olelh notaris dari selgi pelmbelli, 
dimana notaris tidak dapat melngelmbalikan selrtipikat yang dibatalkan selcara selpihak olelh 
pihak PT Rahman Tamrin dimana Pihak Rahman Tamrin melmbatalkan selcara pihak 
karelna adanya gulgatan dari pihak lain. Namuln notaris tidak dapat melngelmbalikannya 
karelna tellah ada pelrjnjian pelngikatn julal belli, tidak ada pelrseltuljulan pihak pelmbelli dan 



https://review-unes.com/,                                                   Vol. 6, No. 1, September 2023  
 

3306 | P a g e  

karelna pihak pelmbelli suldah maul mellulnasi pelmbayaran namuln telrkelndali karelna adanya 
blokir selrtipikat di Badan Pelrtanahan Kota Bulkittinggi. Namuln dari selgi pihak pelnjulal, 
melnulrult pelnullis notaris tidak melnjalankan apa yang tellah diselpakati dimana dalam sulrat 
tanda telrima dokulmeln ada batas waktul pelmbayaran ulntulk pellulnasan dan jika tidak telrjadi 
pelmbayaran pelrjanjian batal dan selrtipikat haruls dikelmbalikan tapi notaris tidakmaul 
melngelmbalikan delngan dalih tellah adanya pelrjanjian pelngikatan julal belli.   

Sanksi selcara pelrdata ditelgaskan dalam Pasal 1365 KUlH Pelrdata, yang melnyelbultkan 
bahwa “Tiap pelrbulatan mellanggar hulkulm yang melmbawa kelrulgian kelpada orang lain, 
melwajibkan orang yang karelna salahnya melnelrbitkan kelrulgian itul, melnggantikan 
kelrulgian telrselbult”. Kelmuldian dalam Pasal 1366 KUlHPelrdata diselbultkan bahwa “seltiap 
orang belrtanggulngjawab tidak saja ulntulk kelrulgian yang diselbabkan karelna pelrbulatannya, 
teltapi julga ulntulk kelrulgian yang diselbabkan karelna kellalaian ataul kulrang hati-hatinya”. 
Kelmuldian dalam Pasal 1367 KUlHPelrdata diselbultkan bahwa “selselorang tidak saja 
belrtanggulngjawab ulntulk kelrulgian yang diselbabkan karelna pelrbulatannya selndiri, teltapi 
julga ulntulk yang diselbabkan olelh barang-barang yang belrada di bawah pelngulasaannya”. 

3. Pelrtanggulngjawaban selcara Pidana 
Pelrtanggulngjawaban selcara pidana diminta apabila pelrbulatan notaris melngandulng 

ulnsulr pelnipulan, pelnggellapan, bulkan mellanggar ulnsulr kodel eltik maulpuln ulnsulr yang 
telrdapat dalam KUlHPelrdata. 

Notaris Ellfita Achtar dimintai pelrtanggulngjawaban selcara pidana delngan tuldulhan 
pelnggellapan delngan pultulsan Nomor: 53/PID.B/2017/PN.BKT. Dalam Pelrkara Pultulsan 
Nomor 53/PID.B/2017/PN.BKT melngadili delngan melnyatakan pelrbulatan yang dilakulkan 
bulkan melrulpakan pelrbulatan pidana, tidak telrbulkti selcara sah dan melyakinkan belrsalah 
mellakulkan tindak pidana, melmullihkan hak-hak notaris dalam kelmampulan, kelduldulkan, 
harkat, selrta martabatnya.  

Sanksi selcara pidana ditelgaskan dalam Pasal 378 KUlHP yang melnyatakan bahwa 
barangsiapa delngan maksuld ulntulk melngulntulngkan diri selndiri ataul orang lain selcara 
mellawan hulkulm delngan melmakai nama palsul ataul martabat palsul, delngan tipul mulslihat, 
ataulpuln rangkaian kelbohongan melnggelrakkan orang lain ulntulk melnyelrahkan selsulatul 
barang kelpadanya ataul melmbelri hultang maulpuln melnghapuls piultang, diancam karelna 
pelnipulan delngan pidana pelnjara paling lama 4 (elmpat) tahuln. Kelmuldian dalam Pasal 372 
KUlHP diselbultkan bahwa barang siapa yang selngaja melmiliki delngan cara mellawan hak 
sulatul barang yang selcara kelsellulrulhan ataul selbagian milik orang lain dan barang telrselbult 
ada dalam tangannya bulkan karelna tindak keljahatan maka akan dihulkulm delngan tindak 
pidana pelnggellapan yang hulkulm pelnjaranya maksimal 4 tahuln. Kelmuldian dalam Pasal 
374 KUlHP diselbultkan bahwa pelnggellapan yang dilakulkan olelh orang yang 
pelngulasaannya telrhadap barang diselbabkan karelna hulbulngan kelrja ataul karelna pelncarian 
ataul karelna melndapat ulpah ulntulk itul, diancam delngan pidana pelnjara paling lama lima 
tahuln.  

Jadi melnulrult helmat pelnullis pelrtanggulngjawaban notaris telrgantulng dari isi akta 
dibulatnya selpelrti yang diselbultkan olelh notaris ellfita achta pelrtanggulngjawaban telrhadap 
selrtipikat yang dititipkan ditelgaskan dalam sulrat tanda telrima dokulmeln yang belrbulnyi 
“kalaul julal belli akan dilakulkan tanggal 28 felbrulari, kalaul julal belli tidak telrjadi, maka 
selrtipikat akan dikelmbalikan’, namuln notaris tidak melnyelbultkan selcara telgas dalularsanya 
sulatul pelrjanjian. Melnulrult pelnullis harulsnya notaris julga melnyelbultkan selcara telgas kapan 
dalularsanya sulatul pelrjanjian dalam akta yang dibulatnya selcara rinci selhingga melrulgikan 
salah satul pihak. Selharulsnya dalularsa sulat pelrjanjian haruls diselbultkan selcara telgas dalam 
akta agar selngkelta yang telrjadi selpelrti ini dikelmuldian hari dapat dihindari. Selhingga 
melnulrult pelnullis tidak telrjaminnya kelpastian hulkulm baik pihak pelmbelli maulpuln pihak 
pelnjulal karelna tidak jellasnya dalularsa pelrjanjian yang dibulat olelh notaris.  
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Perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat yang dititipkan pada Kantor Notaris  
Pelrjanjian yang dibulat olelh para pihak tidak melmiliki kelkulataan hulkulm selbagaimana 

ditelgaskan dalam pasal 1321 KUlHPelrdata yang melnyatakan bahwa tiada sulatul 
pelrseltuljulanpuln melmpulnyai kelkulatan jika dibelrikan karelna kelkhilafan, ataul dipelrolelh delngan 
paksaan ataulpuln pelnipulan. 

Prosels julal belli yang melnggulnakan PPJB telrlelbih dahullul pada ulmulmnya diikulti 
delngan klaulsulla pelrbulatan pelnyelrahan. Pelnyelrahan yang dimaksuld dalam hal ini adalah 
pelnyelrahan selcara fisik maulpuln yulridis (julridischel lelvelring). Melnulrult Pasal 37 ayat 1 
Pelratulran Pelmelrintah Nomor 24 Tahuln 11997 telntang pelndaftaran Tanah ditelgaskan bahwa 
“Pelralihan hak atas tanah dan hak milik atas satulan rulmah sulsuln mellaluli julal belli, tulkar 
melnulkar, hibah, pelmasulkan dalam pelulsahaan dan pelrbulatan hulkulm pelmindahan hak lainnya, 
kelculali pelmindahan hak mellaluli lellang hanya dapat didaftarkan jika dibulktikan delngan akta 
yang dibulat olelh PPAT yang belrwelnang melnulrult keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan 
yang belrlakul. 

 Maka dari itul jika prosels julal belli telrselbult bellulm dibulatkan akta julal belli, maka 
kelpelmilikan atas sulatul tanah bellulm belrpindah. Selrta Melnulrult Pasal 1381 KUlHPelrdata, 
Pelrikatan hanya dapat hapuls : 
a. Karelna pelmbayaran;  
b. Karelna pelnawaran pelmbayaran tulnai, diikulti delngan pelnyimpanan ataul pelnitipan; 
c. Karelna pelmbarulan ultang;  
d. Karelna pelrjulmpaan ultang ataul kompelnsasi;  
e. Karelna pelncampulran ultang;  
f. Karelna pelmbelbasan ultang;  
g. Karelna mulsnahnya barang telrultang; 
h. Karelna belrlakulnya sulatul syarat pelmbatalan yang diatulr dalam Bab 1 bulkul ini; dan  
i. Karelna lelwat waktul, yang akan diatulr dalam sulatul bab selndiri 

Delngan delmikian, dapat dikeltahuli bahwa PPJB bulkanlah sulatul bulkti sulatul objelk atas 
tanah tellah belrpindah kelpelmilikan, PPJB adalah pra pelrjanjian dimana pihak-pihak yang 
telrkait selpakat ulntulk melngikatkan diri dan melnulangkan keltelntulan yang diselpakati belrsama 
agar prosels julal belli telrselbult dapat telrlaksana delngan baik dan tidak ada pihak-pihak yang 
melrasa dirulgikan.11 

Kelmuldian dalam pasal 1328 KUlHPelrdata julga ditelgaskan bahwa “pelnipulan 
melrulpakan sulatul alasan ulntulk melmbatalkan sulatul pelrseltuljulan, bila pelnipulan yang digulnakan 
olelh salah satul pihak adalah seldelmikian rulpa, selhingga nyata bahwa pihak yang lain tidak 
akan melngadakan pelrjanjian itul tanpa adanya tipul mulslihat”. Pelnipulan itul tidak dapat dikira-
kirakan mellainkan haruls dapat dibulktikan. 

Kelmuldian dalam pasal 1381 KUlHPelrdata diselbultkan bahwa “pelrikatan hapuls salah 
satulnya karelna kelbatalan ataul pelmbatalan”. Kelmuldian dalam pasal 1447 KUlHPelrdata 
ditelgaskan bahwa” keltelntulan pasal yang lalul tidak belrlakul ulntulk pelrikatan yang timbull dari 
sulatul keljahatan ataul pellanggaran ataul dari sulatul pelrbulatan yang tellah melnimbullkan kelrulgian 
bagi orang lain”. Kelmuldian dari pasal 1449 KUlHPelrdata ditelgaskan bahwa “pelrikatan yang 
dibulat delngan paksaan,pelnyelsatan ataul pelnipulan, melnimbullkan tulntultan ulntulk 
melmbatalkannya”. Kelmuldian dalam pasal 1452 KUlHPelrdata ditelgaskan bahwa “pelrnyataan 
batal yang belrdasarkan adanya paksaan, pelnyelsatan ataul pelnipulan julga melngakibatkan 
barang dan orang yang belrsangkultan pullih dalam keladaan selpelrti selbellulm pelrikatan 
dibulat”.Kelmuldian dalam pasal 1453 KUlHPelrdata julga ditelgaskan bahwa “orang yang 
telrhadapnya tulntultan ulntulk pelrnyataan batalnya sulatul pelrikatan dikabullkan, wajib julga 
melngganti biaya, kelrulgian dan bulnga jika ada alasan ulntulk itul”. 

 
11Desy Natalia.“Perlindungan Hukum Bagi PPAT Perilah Penitipan Sertipikat Terkait Proses Jual Beli Peralihan 
Hak atas Tanah”.Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm.2373. 
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Pelmilik Selrtipikat julga dapat melnelmpulh jalulr hulkulm delngan belrbagai belntulk, yaitul 
1. Selcara administrasi  

Pelrlindulngan hulkulm selcara administrasi dapat dilakulkan delngan melmbelrikan laporan 
Kelpada Majellis Pelngawas Notaris. Majellis Pelngawas Notaris Telrdiri dari 3 (tiga) yaitul: 
Majelli Pelngawas Daelrah, Majellis Pelngawas Wilayah, dan Majellis Pelngawas Pulsat. 

2. Selcara Pelrdata 
Pelrlindulngan Hulkulm selcra pelrdata dapat dilakulkan delngan melngajulkan gulgatan 

selcara pelrdata kel Pelngadilan Nelgelri  
3. Selcara Pidana  

Pelrlindulngan hulkulm selcara pidana dapat dilakulkan delngan melmasulkkan laporan kel 
kantor polisi telrdelkat. 

Telrikait wawancara pelnullis delngan notaris, pelrjanjian pelngikatan julal belli tidak 
delngan selndirinya melrulbah kelpelmilikan Selrtipikat. Bahkan prosels hulkulm bellulm sellelsai 
sampai selkarang karelna masih adanya gulgatan dari pihak lular olelh karelna itul selrtipikat 
masih bellulm di baliknama olelh pihak BPN Kota Bulkittinggi. Selhingga pelrlindulngan 
hulkulm baik kelpada pelnjulal masih telrjamin, selbab pelralihan barul telrjadi jika suldah adanya 
akta julal belli dan suldah didaftaran pelralihan kel kantor BPN. Dan ulntulk melnjamin 
pelrlindulngan hulkulm kelpada pihak pelmbelli, notaris tellah mellakulkan pelngelcelkan selrtipikat 
kel kantor pelrtanahan kota bulkittinggi selhingga taul adanya blokir di kantor pelrtanahan, dan 
olelh karelnanya bellulm telrjadinya pelmbayaran tahap keldula maulpuln tahap keltiga. 

Jadi melnulrult helmat pelnullis dari apa yang tellah dijabarkan diatas bahwa pelnitipan 
selrtipikat suldah dibelrikan jaminan pelrlindulngan hulkulm olelh pelratulran pelrulndang-
ulndangan karelna para pihak dapat melnelmpulh 3 (tiga) jalulr hulkulm yang belrbelda, baik itul 
selcara administrasi, pelrdata maulpuln pidana telrgantulng ulnsulr apa yang dilanggar, dan 
pelrjanjian yang tellah dibulat olelh para pihak tidak melmpulnyai kelkulatan dan dapat 
dibatalkan kapan saja jika ada pelnipulan dan selbagainya, selhingga para pihak yang melrasa 
dirulgikan tidak pelrlul takult jika dirulgikan. selpelrti yang ditelgaskan dalam Pasal 1452 
KUlHPelrdata. Dan barang tellah yang dititipkan di kantor notaris teltap dimiliki olelh nama 
yang telrcantulm pada selrtipikat sampai pelrbulatan hulkulm sellelsai dilaksanakan. 

 
KESIMPULAN 

Alasan telrjadinya pelnitipan selrtipikat di kantor notaris khulsulnya notaris ellfita achtar 
karelna bellulm sellelsainya prosels pelrbulatan hulkulm yang tellah dilakulkan sdan bellulm 
telrpelnulhinya ulnsulr telrang dan tulnai dalam pelrjanjian julal belli. Tanggulng Jawab Notaris 
selorang notaris telrhadap selrtipikat yang dititipkan di kantor notaris ada 3 (tiga) macam yaitul, 
pelrtanggulngjawaban selcara administrasi, pelrtanggulngjawaban selcara pelrdata, 
pelrtanggulngjawaban selcara pidana. Pelrlindulngan Hulkulm bagi pelmilik selrtipikat dapat 
dilakulkan selcara administrasi (melngajulkan laporan kelpada Majellis Pelngawas Notaris), 
selcara pelrdata (melngajulkan gulgatan pelrdata kelpada Pelngadilan Nelgelri), selcara pidana 
(melmasulkkan laporan kelpada Kantor Polisi).  
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